BAB IV
ANALISISPENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG PENUNTUTAN
KEMBALI MUHAL KEPADA MUHIL SELAMA TIDAK ADA SYARAT

KHIYAR

A. Analisis Pendapat Ibnu Abidin tentang penuntuan kembali muhal

kepada muhil selamatidak ada syarat khiyar

Dalam pemikiran Ibnu Abidinmuhal bisa menuntut kembali kepada
muhil selama tidak disyaratkakhiyar. Terhadap pemikiran ini dapat
dianalisis sebagai berikut:

Ibnu Abidin berpendapat bahwa dengan tidak mentgar&khiyar
muhal bisa menuntut haknya kepadamuhil karena muhal’alaih dalam
keadaan pailit. Sehingga hal ini mengindikasikaadikan bagi kedua belah
pihak.

Disamping itu pengertiankhiyar adalah memilih antara dua
meneruskan akad atau mengurungkannya. Dalam pedngiapbbnu Abidin
tidak mensyaratkankhiyar karena dengan tidak adanya syaldtiyar
membuka peluanguhaluntuk bisa mendapatkan haknya aauhil .

Menurut Ibnu Abidin yang dimaksudwalahialah:
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Artinya: Memindahkan kewajiban membayar hutangi daang yang
berhutang rfiuhil) kepada orang yang berhutang lainnyalftal
‘alaih) *

Dari definisi di atas dapat diindikasikan bahwaadalpemindahan
atau pengalihan hutang dalam transdimaialah terdapat unsur kepercayaan
dan amanah, dengan adanya unsur kepercayaan daralanma dimana
masing-masing pihak saling mempercayai untuk matsdsan amanah, maka
pengalihan tersebut tidak secara otomatis melahirkkibat lepasnya
kewajiban pihak pertaman{hil) untuk membayar hutangnya kepada pihak
kedua (huha) sebelum pihak ketigamuhal ‘alain membayar hutangnya.
Karenamuhal’alaih tidak bisa melaksanakan kewajibannya terhadajpal
makamuhillah yang menggantikannya.

Dalam transakshiwalah terdapat syarat persetujuan atau ridho bagi
masing-masing pihak khususnyanuhal, persyaratan ini berdasarkan
pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membatarcghberbeda-beda,
ada yang mudah ada yang sulit membayarnya, sedangkenerima
pelunasan pembayaran itu merupakan hakhal jika transaksihiwalah
dilakukan sepihak sajmuhal dapat saja merasa dirugikan misalnya apabila

muhal’alaih sulit membayar hutang tersebut.

Didalam hadits Nabi tentarlgwalatf terdapat kalimat perintah yang

artinya maka terimalah atau maka hendaknya idibereenunjukkan bahwa

! Ibnu Abidin Raad Almukhtar,Juz VIIl,beirut: Darkiltab II-Miyah,1994, h.3
2 Al-lmam Abi Abdillah Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Buiari, Shahih Bukhari, Jilid 1
,Beirut : Daar al-Fikr,1981,h. 683.
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akadhiwalahhukumnya sunnah, bukan wajib. Dengan demikianhaltidak
dapat dipaksa untuk menerima akiaievalah sehingga ada indikasi unsur
kerelaan harus ada dalamuhal Sementara itu, ulama Hambali tidak
menetapkan persyaratan ini padahal, karena mereka berpendapat bahwa
kalimat perintah itu menunjukkan wajib. Sehinggalaki diperlukan
persetujuan darmuhal dan muhal’alaih. Apabila muhal dan muhal’alaih
tidak menyetujui tindakan itu, mereka dapat dipaksiauk melaksanakannya,
sepanjang mereka mengetahui tindakauhil.

Sedangkan adanya persyaratan ridho dari pihakal’alaih karena
tindakanhiwalah merupakan tindakan hukum yang melahirkan pemindahan
kewajiban kepadamuhal’alaih untuk membayar hutang kepadauhal,
sedangkan kewajiban membayar hutang baru dapabatiken kepadanya,
apabila ia sendiri yang berhutang kepadahal. Karena itu, kewajiban
tersebut hanya dapat dibebankan kepadanya jika aayetujui hiwalah
tersebut.

Mengenaimuhil inisiatif pertama kali harus bersumber kepadakpiha
pertama ataumuhil, karena pihak pertama inilah yang berkeinginan
memindahkan hutangnya kepadauhal‘alaih atau pihak ketiga untuk
membayar kepadanuhal atau pihak kedua karenmuhil punya piutang
terhadapmuhal’alaih.

Dari adanya persyaratan persetujuan dari masingagaghak terasa

ada rasa keadilan bagi masing-masing pihak sehikggaudharatan dapat
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dihindari. Jika kemudharatan dapat dihindari makasj transaksi ini dapat
diterima di masyarakat.

Untuk sekedar perbandingan tentang apa yang dikakank Ibnu
Abidin, ada baiknya dikemukakan pendapat ulama Kah yang
berpendapat bahwa dalam pengalihan pembayaramdhujiia ternyata
muhal ’alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dameiam
membayar kewajibannya tersebut, sehingga yang mrenhogang tidak
mendapatkan apa-apa dari orang tersebut, ia tideketikan kembali lagi
kepadamuhil (untuk menagih hutang) kecuali jikauhil telah menipu kepada
muhal atau muhtal yaitu dengan mengalihkan pembayaran hutang kepada
orang yang tidak memiliki apa-apa (faRir)

Selanjutnya Jumhur ulama berpendapat bahwa apdbialah
dilakukan dengan sah, maka tanggungan menjadi gaigur berakhir jika
muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia ai@ak t
memenuhi proses pengalihan makahal tidak diperbolehkan kembali
nenuntut kepadauhil*.

Transaksihiwalah termasuk tindakan hukum yaitu tindakan hukum
berupa perkataan yang bersifat akad. Dalam akdedpat tujuan yang ingin
dicapai sejak semula sehingga akad bersifat mendikgi pihak yang
berakad tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkdeh ohal-hal yang

dibenarkarsyara’.

% Abdurrahman Aljaziri, Figih ‘ala Madzabil Arbaatmaktabah altijariyah,h. 155.
* Sayyid sabig, Figih Sunnah, Jakarta: pena pukdira, 2004 , h. 224.
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Jika mencermati pendapat lbnu Abidin, ulama Mabkiydan jumhur
ulama di atas dapat dikemukakan bahwa pendapatAbitinlah yang lebih
adil bagi masing-masing pihak karenahal mendapatkan haknya untuk
dilunasi Muhil bisa menunaikan kewajibannya kepauzhal Urusan piutang
muhil kepada muhal’alaih menjadi urusan hutang piutang biasa tanpa
menggunakan transaksiwalah

Menurut lbnu Abidin hak muhal tidak dapat terpenuhi oleh
muhal’alaih karena attawa yaitu muhal’alaih mengalami pailit ruflis,
bangkrut), padahal yang punya inisiatif pertama kaituk mengalihkan
hutang adalah pihakmuhil sedangkan dalam akad terdapat sifat yang

mengikat sesuai sabda Rasulullah:

(Arms O Dlde 5 (SUHly Sl oly)eghog 5 e Osalid

Artinya : kaum muslimin terikat dengan syarat ydelgh ditetapkan

(HR At-Tirmidzi dan al-hakim dari Ibnu Mas’ud).

Dari sini pihak pertama atamuhil harus menjalankan kewajibannya
sehingga haknuhaldapat terpenuhi karena akad bersifat mengikat.

Sudah menjadi ciri khas dari figih madzab Hanafintaag
penghargaan khusus terhadap hak-hak seseorangpraiknaupun wanita.
Sehingga wajar jika hauhalharus dipenuhi olemuhil sebagai pihak yang
berinisiatif untuk menigiwalahkan (memindahkan hutang).

Selain paparan di atas mengenai pendapat lbnu Akieintang

penuntutan kembalmuhal kepadamuhil selama tidak ada syar&hiyar,
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nampaknya dilatar belakangi oleh faktor tempatidiakaman dan kondisi
sosial, faktor niat dan faktor adat kebiasaan.

Ibnu Abidin dilahirkan di Damaskus Syiria. Tempah jauh dari
Mekah dan Madinah sehingga metode istinbath hukengah akalr@’yi)
sering digunakan untuk menghadapi permasalahan gdagditempatnya,
metode istinbath inigiyas,istihsah tidak berdiri sendiri karena metode ini
harus merujuk pada Kitabullah.

Ibonu Abidin hidup pada masa Sultan Abdul Hamid @3itn
Usmaniyah) yaitu pada abad ke-18 sampai abad kdakehi. Dalam catatan
sejarah dunia Islam, situasi ekonomi pada mas@ijaidi kemerosotan akibat
perang. Sehingga pendapatan berkurang dalam situaseorang mujtahid
dalam berpendapat pasti memikirkan keadilan bagsimgamasing pihak
sehingga kerugian bisa dihindarkan.

Dalam hukum Islam faktor niat sangat mempengareabkahan suatu
bentukmuamalah kalau niat dari pihak-pihak yang bertransaksakidesuai
dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai ddghra’ pada suatu bentuk
muamalah,maka transaksi tersebut tidak dapat dibenarkaas Afasar itu
sasaran dari suatu akad harus senantiasa mengpadakeéujuan yang

dikehendakisyara’ dalam setiap pensyariatan hukum, yaitu kemaslahata

® Dr. Badri Yatim MA, Sejarah Peradaban Islandakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003, h. 168.
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manusia secara keseluruhan. Jika pada suatu teansakapat indikasi-
indikasi kemaslahatan berarti disitu terdapat huliah.°

Faktor adat kebiasaan sangat mempengaruhi mujtatathm
mengambil hukurl) pendirian ulama Hanafiyah adalah mengambil yang
sudah diyakini dan dipercaya dari keburukan sertampertahankan
muamalahmanusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagkan@dat
kebiasaan yang mempengaruhi lbnu Abidin adalah letaasaan yang benar
sesuai dengan yang dikehendalara’ dalam setiap pensyariatan hukum,
yaitu kemaslahatan manusia secara keseluruhan. dfamasan bagi masing-
masing pihak yang terlibat dalam transdksialah.

Ibnu Abidin adalah ulama Hanafiyah generamsitakhirin ia adalah
seorang pedagang sejak kecil, karena latar belakaifah secara tidak
langsung mempengaruhi pendapat-pendapat Ibnu rAbiRimana seorang
pedagang yang baik adalah pedagang yang meminimmeiko kerugian.

Selain itu demi menjaga risiko kredit macetuhal perlu kembali
untuk menuntut haknya kepadauhil karenamuhal ‘alaih bangkrut selama

tidak ada syardthiyar.

® Nasrun Haroen, figh muamalah, jakarta: gaya meditama, 2007, h. 23.
" Ibid, h. 23.
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B. Analisislstinbath Hukum Ibnu Abidin

Pada sub bab ini penulis akan berusaha menganalkgle istinbath
hukum yang digunakan oleh Ibnu Abidin dalam menkaruhukum tentang
penuntutan kembamuhalkepadamuhil selama tidak ada syatkdtiyar.

Dalam hal kaitannya dengan penuntutan kenthahalkepadamuhil
selama tidak ada syarkhiyar, Ibnu Abidin berpegang kepadgyas, giyas
menurut istilah ahli ushul figh adalah menyatakaatis hukum dari peristiwa
yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwvagyandah memiliki nash
hukum sebab sama dengdlat hukumnya. Sedangkaillat adalah sifat
hukum asal yang dijadikan dasar hukum, yang dersifah tersebut dapat
diketahui hukum pada masalah bdhat adalah yang menentukan hukum, ia
disebut juga hubungan, sebab dan tanda héikum

Mengenai hukum pemindahan hutang ini terdapat Kpamrantara
hiwalah atau pengalihan hutang dengamnrahn atau gadal Sehingga
transaksihiwalah ini digiyagkan dengan nash yang menjadi landasan syariah
dari transaksar-rahn.Untuk memjiyaskan transaksi ini harus ada unsur-unsur
giyasyaitu:

pertama, peristiva hukum yang disebutkan hukumolgh nash,

disebut juga asal atamaqis’alaihyaitu:

o s gy ) (35 o bbb 81 e 5 ade 1 Lo ) U, 0

Ll

8 Abdul Wahhab Khallafilmu Ushul Fikih Jakarta: Pustaka Amani, 2003, h, 65.
®Ibnu Abidin. Op. Cit. h. 4.
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Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW. Pernah membakanan dengan
berhutang dari seorang Yahudi, dan dia menggadakboah baju
besi kepadanya ( HR. al-Bukhari dan Muslith).

Hadits di atas merupakan dasar hukum dari transaksihn karena
peristiwva penuntutan kembathuhal kepadamuhil selama tidak ada syarat
khiyar harus dijiyakan dengan transakar-rahn atau gadai. Dimana dalam
hadits di atas terdapat rukun dan syasatrahn yaitu pihak penerima
barandmurtahin, pihak penggadathin dan barang jaminan yaitu baju besi.

Kedua, cabang fru’) yaitu peristiwva hukum baru yang tidak
disebutkan hukumnya oleh nas¥iuhal dalam hal ini sebagai pihak yang
menggadaikan baramghin, muhil sebagai pihak yang menerima barang dan
piutang muhal adalah barang yang dijadikan jaminan.

Ketiga, hukum asal atau hukum yang dibawa olehh nishadap
peristiwanya yaitu kebolehan melakukan transakdaga

Keempatijllat hukum yaitu sifat hukum asal yang dijadikan ddmdum,
yang dengan sifat tersebut dapat diketahui hukuda paasalah baru. Dalam
transaksi infillat nya adalah menolak kesusatan.

Dari paparan di atas, peristiwa penuntutan keimbahal kepadamuhil
untuk mendapatkan haknya dalam transdksialah digiyaskan dengaar-
rahn karena dalamar-rahn jika rahin sudah membayar hutangnya kepada
murtahin maka rahin punya hak untuk mengambil barang yafadi@an
jaminannya kembali sehinggamurtahin memiliki kewajiban untuk

mengembalikannya, dalam hal imuhal adalahrahin dan muhil adalah

OAl-Imam Abi Abdillah Ibn Ismail lbn Ibrahim al-Buldri, Shahih Bukhari, Jilid |
,Beirut : Daar al-Fikr,1981,h. 663.
* Abdul Wahhab Khallaf, op. cit. h. 68.
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murtahin karena dalanmar-rahn rahin mendapatkan haknya damurtahin
maka dalanhiwalah muhaimendapatkan haknya damuhil. Dari sini terdapat
maslahah bagi pihak yang bersangkutan yaithalbisa mendapatkan haknya
dan muhil bisa memenuhi kewajibannya sehinggahil dapat dikatagorikan
orang yang amanabh.

Disamping itu yang dijadikan acuan dalam menetagkatum suatu
persoalammuamalahadalah tercapainymagashid asy-syari'alftujuan yang
hendak dicapai dalam mensyariatkan suatu hukunnasegngan kehendak
syara) yaitu kemaslahatan umat manusia secara keselurdtka pada suatu
transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatnari disitu terdapat hukum
Allah. Untuk itu, dengan cara apapun kemaslahaiarbisa dicapai, maka
cara-cara itu pun disyariatkan.

Agar muhal bisa mendapatkan haknya dariuhil maka seorang
mujtahid harus mengqgiyaskan peristiwa ini Sehinggdal boleh menuntut
kembali kepadamuhil selama tidak ada syar&hiyar lebih memberikan
keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pbaR.ini sesuai dengan
prinsip umum syariat Islam yang sesuai denggara’ yaitu memberikan

manfaat bagi umat manusia dan tidak membawa mudbagamereka.



